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Jihan Fauziah S.H, Mridah Dwi S.H, Rezhi S.H, Abdu Finnan S.H, Muara 

Juan S.H, Rofik S.H); dan 
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hidup, Babi hutanjuga hidup. Kalau bekerja sekedar bekerja, Kerajuga bekerja". 

Dibalik sastra-sastra indah seorang HanIka ternyata beliau juga dapat merangkai 

sebuah kalimat yang dapat memekikkan telinga bagi siapapun yang mendengar, 

khususnya bagi mallasiswa. Mahasiswa merupakan agent of change sebab 

ditangan mahasiswa-lah arall sebuah negara akan ditentukan kedepannya, 

"khususnya" seorang mahasiswa hukum. Mengapa penulis amat berani 

menambahkan kata "khususnya"? Bukall disebabkan penulis adalall seorang yuris, 

namun keberadaan hukum hakikatnya sudah merupakan sebuah kebutuhan bagi 

se1uruh umat manusia. Adigium ubi societas ibi ius yang diperkenalkan oleh 

Marcus Tullius Cicero rasanya telah dapat mewakili alasan penulis berkata 

demikian. Namun keberadaan hukum dapat menjadi kebutuhan bagi manusia 

ketika penguasa membuat hukum dengan bijak. Sebaliknya ketika hukum jatuh ke 

tangan penguasa yang kurang bijak, maka hukum dapat berwujud ayam tanpa 

kepala "Praal Als Een Kip Zonder Kop". Disinilah peran seorang yuris 

profesional dalam mengkritisi sekaligus membenahi hukum yang dianggap keliru 

(legal reform), bokan hanya sekedar tunduk pada legalitas fonnil semata. 
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Maka dari itu, penulis melihat ada sesuatu yang keliru dalam aturan 

berikut implementasi dari proses impeachment Kepala Daerah di Indonesia. 

Penulis merasa tergerak untuk mengkaji lebih dalam tentang fenomena ini. 

Ditambah lagi impeachment Kepala Daerah merupakan kasus yang bersifat 

continue. Dikatakan continue sebab selama Indonesia menganut sistem otonomi 

daerah, dan berikut seperangkat hak-hak yang dimiliki DPRD maka impeachment 

selalu dapat mungkin teIjadi sewaktu-waktu. Dengan adanya hal itu, aturan yang 

mengatur kewenangan impeachment tersebut haruslah dapat mencerminkan 

hukum yang benar-benar berkeadilan dan dapat mengakomodir kepentingan bagi 

pihak-pihak terkait. 

Pada akhirnya penulis berharap agar skripsi ini dapat menjadi terobosan 

barn terhadap permasalah yang dihadapi serta memberikan sumbangsih pemikiran 

demi kemajuan bangsa dan negara. 
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